
BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR 38 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang: bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Ta mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Pera turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pen gelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Pera turan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pen gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2005 Nomor 140, Tamba ha n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
46 14) ; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tenta ng 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Ta mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta hun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusuna n , Pengendalia n da n 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

18. Pera turan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepa da Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 20 12 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351). 

19. Pera turan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pemberian da n Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 119 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa ka li terakhir dengan Peratura n Pemerintah Nomor 
47 Tahun 1015 (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 57 17); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin tah sebagaima na telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 
Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bada n 
Layanan Umum Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

3 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 77 
Tahun 2015; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 
tentang Pen ggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau; 
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten J ombang Tahun 
2007 Nomor 5/E); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 
3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 104); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/ A) ; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten J ombang Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daera h Kabupaten J om bang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 
7 /E); 

41 . Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 
201 5 ten tang Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daera h Kabupaten 
Jombang Tahun 20 15 Nomor 14/ A) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jorn bang Tahun 2016 Nomor 7 / A); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten J ombang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D). 

MEMUTUSKAN: 

:PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN 
ANGGARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
2016. 

Pasal 1 
La pora n Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Penda patan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan 

yang sah 
Jumlah pendapatan 

2. Belanja 
a . Belanja Tida k langsun g 

1) Belanja Pegawai 

Rp. 374.141.185.825,4 7 
Rp. l.479.480.105.860,00 

Rp. 403.4 78.066.096,00 
Rp 2.257.099.357.781,47 

Rp.1.024.973.45 1.933,00 
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2) Belanja Hibah 
3) Belanja Bantuan Sosial 
4) Belanja Bant. Keuangan 
6) Belanja Tidak Terduga 
Jumlah BTL 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 
Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

3 . Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

Pasal 2 

Rp. 63.783.125.400,00 
Rp. 2.778.574.000,00 
Rp. 377.742.356.497,00 
Rp. 16. 730.400,00 
Rpl.469.294.238.230,00 

Rp. 56.587.117.969,00 
Rp. 473.798.460.299,81 
Rp. 364.901.756.772,37 
Rp. 895.287.335.041, 18 
Rp2.364.58 1.573 .271, 18 
Rp. (107.482.215.489,71) 

Rp. 337. 174.639.047,57 
Rp. 1.319.106.544,00 
Rp. 335.855.532.503,57 

Rp. 228.373.317.013,86 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera turan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan La poran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebagaimana dirinci lebih lanjut ke dalam 
Penjabaran La poran Realisasi Anggaran yang tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
Pera turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jombang. 

· an kan di Jombang 
1 tus 2017 

s 
J 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 14 .Agustus ?C 17 
BUPATI JOMBANG, 

-
NYONO SUHARLI WIHANDOKO 

BUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 3 8/ A 
TURAN BUPATI 2017\38 Tl-I 20 17 Pt:ajbran Pe.n..angjawaban APBO 2016.doc 


